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PERJANJIAN XERJA SAUA
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AAI)AX PENGELOL/IAX KEI'AITGAIT DAIT PEI|DAPATAIT DAERAII
KAAI'PATEIT BELITUIIG TIMI'R

DAN

LE}IBAGA PENELITIAIT DAIT PENGAADIAN MAAYARAXAT
I'ilIVERSITAS BAI{GKA BELITI'ITG
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PELAI(SIIITAAN AOAIALISASI PERATT'RAX DIIERAII TEI{TA.ITG PDNGELOL/IAN
IITUANGAIT DAERAH DAI{ PERAI.I'R.AIY BT'PATI TEIYTAITG SIATEIf,

DAII PROSEDT'R PEITGEII)L/IAN IIEUANGAII DAERAII DAN
PERATUN.NT BI'PATI TEITTAITG I{EBI.'III(AN AI('IYTAITSI DAII SIATEU

AIruNTAXSI PADA PEUERIITTAII DAERAII IqBUPATEIT BELITT'I|G TIMT'R
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Pada hari ini, Selasa tanggal Delapan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh
Dua (08- 1 1-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. KIIAIDIR LITTFI : Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Belirung
Timur, berdasarkan Surat Perintah Pelaksana T\.lgas
dari Bupati Elelitung fimur Nomor :

82t .2 / 34 I SP /BKPSDM lttt I 2022 tanggal 30 Juni
2022, oleh dan karena itu sah bertindak untuk dan
atas nama Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur, yang
berkedudukan di Jalan Raya Manggar-Gantung
Manggarawan Padang Mangga-r Kabupaten Belitung
Timur, untuk selanjutnya disebut PIHAK XESAT U.

II ATAITG WATrI'DIN Ketua Irmbaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat Universitas Bangka Belitung,
berdasarkan Keputusan Rektor Uoiversitas Bangka
Belitung Nomor : 70.28IUN5O/KP lxlll2O2l, oleh dan
karena itu sah bertindak untuk dan atas nama
trmbaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Bangka Belirung, yang berkedudukan di
Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung
Gedung Rektorat Lt. 1 Balunijuk Kecamatan
Merawang Kabupaten Bangka untuk selanjutnya
disebut sebagai PIHAX KEDUA.
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PIHAK XTSATU dan PIHAK XTDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam
Pe{anjian Kerja Sama ini disebut PARA PIIIAI(, dan secara sendiri-sendiri disebut
PIHAI(.

Berdasa-rkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan
masing-masing, PARA PIHAK scruju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian
Kerja Sama tentang Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Peraruran Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem
Akuntansi Pada Pemerinta-h Daerah Kabupaten Belirung Timur dengan ketentuan
sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2O2O tentang Tata Cara Ke{a

Sama Daerah dengan Daerah I^ain dan Ke{a Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
4. Peraturan Menteri Da-lam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daera} I(abupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentan.g

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggarart 2022;
6. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Keta

Sama Daerah Dengan Daerah lain dan Ke{a Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga
(Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 64);

7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 69 Tah,.-]n 2022 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggarart 2022;

8. Kesepakatan Bersama antara Universitas Bangka Belitung dan Pemerintah
I(abupaten Belitung Timur Nomor : 5256/UN5O/ AlKSl2O2l dan Nomor :

2l lNKll/B"l /2021 tanggal 18 Oktober 2O2l te 
^ng 

Keda Sama Pendidikan,
Penelitian, Pengembangan, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,
Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Program Merdeka Belajar Kampus
Merdeka.

Pe.sI 1
UAI(AI'D DAIT TUJUA.IT

(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan menjalin kerja
sama dalam pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Peraturan Eh-rpati tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Ehlpati tentang KebUakan
Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung
Timur.

l2l Tujuan dari Pedanjian Ke{a Sama ini adalah terlaksananya Sosialisasi
Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan
Bupati tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pada Pemerintah
Daerah Kabupaten Belitung Timur.



Pa.el 2
RUAIYG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Ke{a Sama ini adalah :

I. Penyediaan Narasumber; dan
2. Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah dan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan

Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi dan
Sistem Akuntansi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Pa.8l 3
PELAIGAITAAN

Pelaksanaan perjanjian akan diatur lebih lanjut dalam Kerangka Acuan Ke{a (KAK).

Pa.d 4
HAK DAX XIWA'IBAIT

(1) PIHAI( KESAT U mempunyai hak sebagai berikut :

a. Melakukan koordinasi, memberikan saran dan pertimbangan kepada
PIHAI( xEDUA berkaitan dengan isi materi yang akan disampaikan dalam
Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Peraruran Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Peraturan Elupati tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem
Akuntansi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur;

b. Mendapatkan Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah darl Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi dan
Sistem Akuntansi Pada Pemerintah Daerah l(abupaten Belitung fimur; dan

c. Melakukan monitoring dan evaluasi sesuai kebutuhan.

l2l PTHAI( KEaAT U mempunyai kewajiban sebagai berikut :

a. Menyediakan zrnggaran pelaksanaan yang dibutuhkan untuk peiaksanaan
Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Peraturan Ehrpati tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem
Akuntansi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur;

b. Menyiapkan data/ informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan Sosialisasi
Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan
Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pada
Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tmur;

c. Memfasilitasi pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daeralr Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati teotang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati tentang
Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Belitung Timur; dan



d. Melakukan pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan setelah
PIHAX KEDUA memenuhi kewajiban dengan disertai dokumen pendukung.

(3) PIHAI( KEDUA mempunyai hak 5glagai berikut :

a. Mendapatkan data/ informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan
Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Peraturan Elupati tentang Kebijal<an Akuntansi dan Sistem
Akuntansi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung fimur;

b. Mendapatkan pembayaran atas pekeiaan yang dilakukan setelah memenuhi
kewajibannya dengan disertai dokumen pendukung; dan

c. Melakukan monitoring dan eva-luasi sesuai keburuhan.

(4) PIHAK HEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut :

a. Menyediakan narasumber yang cukup dan memadai baik dalam jurnlah,
tingkat keahlian dan keterampilan yang dimilikinya;

b. Melakukan koordinasi dengan PIHAX KEaATU berkaitan dengan
pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Peraturan Ehlpati tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Kebijakan
Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten
Belitung Timur;

c. Melaksana-kan Sosialisasi Peraturan Daera-h Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Peratu.ran Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi dan
Sistem Akuntansi Pada Pemerintah Daerah I(abupaten Belitung Timur; dan

d. Bertanggungiav,rab terhadap pelaksanan pekerjaan.

Pa.d 5
PEUBIAYAAN

(1) Sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupad tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dart Peraturan Bupati tentang
Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten
Belnrng Timu.r sebagaimana tersebut di atas adalah dana APBD Penrbahan
Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2022 pada Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur dengan nilai
kontrak Pekerjaan adalah sebesar Rp67.578.000,- (Enam Puluh Tujuh Juta
Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan rincian Rp39.900.000,-
(Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk Honorarium
Narasumber dan Rp27.678.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh
Puluh Delapan Ribu Rupiah) untuk Transportasi Akomodasi dan Uang Harian
Narasumber.
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l2l Komponen pembiayaan dengan rincian :

lro T'RAIAIT AATU,IIN XETERAITGAIT
I Honorarium Narasumber Orang/ Jam

,

Transportasi
Narasumber :

- Transportasi
- Akomodasi
- Uang Harian

Akomodasi

at cost
ot cost

Orang/ Hari

Dibayarkan per
kedatangan

(3) Pajak yang timbul atas pekeiaan ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari
PIHNI KEDUA.

Pard 6
TATA CARA PEUBAYARAIT

(1) Pembayaran dilakukan sebanyak 1 (satu) kali 10ff/o kepada PIHAI( XTDUA
setelah PIHAX KEDUA melaksana-kan Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati tentang
Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten
Belitung Timur.

l2l PIHAII KEaATU memproses pembayarzrn kepada PIHAK KEDUA dengan
melampirkan Surat Tugas dan Surat Keputusan Narasumber disertai dengan
nomor rekening dan NPWP Narasumber.

P.uI 7
JAITGKA WAI(TU

Jangka waktu Pe{anjian ada-lah selama 2 (bulan) bulan terhitLrng sejak
ditandatanganinya Pe{anjian Keda Sama ini.

Pa.al I
PETTYELESAIA.IT PERAELIAIHAN

Apabila tedadi perselisihan antara kedua belah PIHAK di dalam pelaksanaan dari
Pe{anjian ini, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat oleh
kedua belah PIHAX.

Paral 9
XEADAAII IIEUAI(AA FT RCE tA^rEARq

(I) Keadaan memaksa yaitu keadaan luar biasa yang terjadi diluar kemampuan dan
kesalahan, seperti gempa bumi, banjir besar dan bencana alam lainnya,
kebakaran, perang, huru-hara, sabotase, dan keadaan darurat lainnya, tidak
mampu untuk mencegah dan mengambil tindakan-tindakan pencegahan
sebehmnya.



\21 Pekerjaan belum selesai akibat keadaan memaksa sebaga.imana dimaksud ayat
(1) yang menyebabkan tertundanya atau tidak selesainya pekerjaan, maka harus
diselesaikan PIHAI( KEITUA atas biaya PIEAI( XTAATU sepanjang pembayaran
uang muka dan/ atau nilai kontrak belum dibayarkan kepada PIIIAK KEDUA.

(3) Jangka waktu penyelesaian peke{aan akibat keadaan memaksa sebagaimana di
malsud ayat (2) dapat ditakukan dengan perubahan Perjanjian Kerja Sama.

(4) Salah satu PIHAX harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya
paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak keadaan memaksa terjadi.

Peral 10
/U'DEITDT'U

HaJ-haI yang belum termasuk dalam pasal-pasal Perjanjian ini akan diatur dalam
perjanjian tambahan (addenttml dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
pe{anjian ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan
tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing
mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAI( KEDUA

BETUA LEUBAGA PEITELITIAIT
ItrASYARAXAT
KA BELITI'NG,

PIHAI( KF,AATU

Plt. TEPAI.A BADAIT
PEITGELOL,ITAN XEUAITGAIT DAIT PEITDAPATAIT

BELITUI|G TIUI'R,
l/a

)tu

67

4

s
ITA}rI-['DIIT

a

t
It


